No. 10/12/DASP Jakarta, 5 Maret 2008

SURAT EDARAN
Kepada
SEMUA PESERTA
SISTEM BANK INDONESIAREAL TIME GROSS SETTLEMENT DAN
SISTEM KLIRING NASIONAL BANK INDONESIA
DI INDONESIA

Perihal : Penetapan Biaya Penggunaan Sistem BaldadsiaReal Time

Gross Settlement dan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia

Dalam Rangka Penerapaneasury Sngle Account

Dalam rangka melakukan pengelolaan keuangan neg@ash
management) yang lebih efektif dan efisien, Pemerintah telate@nerapkan
Treasury Sngle Account (TSA) secara bertahap pada sejumlah Kantor Pedaiyan
Perbendaharaan Negara (KPPN) dengan melibatkanrt®eSestem Bank
IndonesiaReal Time Gross Settlement (Sistem BI-RTGS) dan Peserta Sistem
Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) untuk meldan transaksi dalam
rangka TSA melalui Sistem BI-RTGS dan SKNBI.

Sehubungan dengan telah diterapkannya TSA padaukekiPPN di
Indonesia, dipandang perlu untuk mengatur kembatierkuan mengenai
penetapan biaya penggunaan Sistem BI-RTGS dan SK&#dm rangka
pelaksanaan TSAebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Baokedsia
(PBI) No. 10/6/PBI/2008 tentang Sistem Bank Indamd3eal Time Gross
Sttlement (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 dMoRR,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nor8@0y¥dan PBI No.
7/18/PBI/2005 tentang Sistem Kliring Nasional Bahidonesia (Lembaran

Negara...



Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 65, Bdrab Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4516), sebagai berikut :

PELAKSANA TSA

1.

Pemerintah c.q. Direktorat Jenderal PerbendaharBapartemen
Keuangan Republik Indonesia, menetapkan Bank daakP&elain
Bank yang merupakan mitra kerja KPPN sebagai patak3 SA.
Penetapan Bank dan Pihak Selain Bank sebagai pe@k3SA
sebagaimana dimaksud pada angka 1 diberitahukaaraseertulis
kepada Bank Indonesia oleh Pemerintah c.q. Direktdenderal
Perbendaharaan, Departemen Keuangan Republik Isidone

Dalam penerapan TSA, Pemerintah c.q. Direktorat deeh

Perbendaharaan, Departemen Keuangan Republik Is@done

menetapkan Peserta Sistem BI-RTGS dan/atau P&€ENRBI sebagai

pelaksana TSA, yang meliputi:

a. Kantor Pusat Peserta Sistem BI-RTGS dan/atau KaPtsat
Peserta SKNBI yang menjadi mitra kerja KPPN;

b. Kantor Cabang Peserta Sistem BI-RTGS dan/atau Kanto
Cabang Peserta SKNBI yang menjadi mitra kerja KPPN
sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan

c. Kantor lainnya dari Peserta Sistem BI-RTGS dan/atauator
lainnya dari Peserta SKNBI yang melakukan transaddait

penerapan TSA.

JENIS TRANSAKSI, PENGGUNAAN TRANSACTION REFERENCE
NUMBER (TRN) DAN SANDI TRANSAKSI DALAM PENERAPAN
TSA

1.

Jenis transaksi, penggunaan TRN, dan sandi trandaksm rangka
penerapan TSA diatur sebagaimana tercantum padaitaamSurat
Edaran ini.

Peserta Sistem BI-RTGS yang melakukan transaksindabngka
penerapan TSA harus menggunakan TRN dan mepaysient detail

yang...



yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia sebageintarcantum
pada Lampiran Surat Edaran ini.

Peserta SKNBI yang melakukan transaksi dalam ranpgerapan
TSA harus menggunakan sandi transaksi dan mergisidngan yang
telah ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagaimarcarteim pada
Lampiran Surat Edaran ini.

TRN IFTSA001 hanya dapat digunakan untuk transadesngan

nominal Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tes,asedangkan
untuk transaksi dengan nominal di bawah Rp100.@0000 (seratus
juta rupiah) harus melalui SKNBI.

Untuk transaksi di bawah Rp100.000.000,00 (sejatasrupiah) yang
dilakukan setelah jadwal pengiriman Data Keuangdaktenik

(DKE) Kredit pada Kliring Kredit Siklus Kedua beif@k Peserta
Sistem BI-RTGS masih dapat mengirimkan transaksngde

menggunakan TRN IFTSA002.

[ll.  PENGENAAN BIAYA TRANSAKSI TSA

Pengenaan biaya transaksi TSA diatur sebagai lheriku

1.

Peserta Sistem BI-RTGS atau Peserta SKNBI yang koeda
transaksi dengan menggunakan TRN atau sandi trsingktam
rangka penerapan TSA sebagaimana dimaksud pada Wit
dikenakan biaya transaksi sebesar Rp0,00 (nolmypiar transaksi.
Dalam hal Peserta Sistem BI-RTGS atau Peserta SksRBdgaimana
dimaksud dalam angka 1 menggunakan TRN atau saadsaksi
selain TRN atau sandi transaksi yang tercantum padspiran Surat
Edaran ini, maka Peserta Sistem BI-RTGS atau Res®ikNBI
tersebut dikenakan biaya transaksi melalui SistehRRB5S atau
SKNBI sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank lesianyang
mengatur mengenai biaya dalam penggunaan SisteRTBIS dan

biaya dalam penyelenggaraan SKNBI.

3. Peserta..



3. Peserta Sistem BI-RTGS atau Peserta SKNBI yang gusradan
TRN atau sandi transaksi dalam rangka TSA selatokutransaksi
TSA dikenakan biaya transaksi melalui Sistem BI-FSTé@an SKNBI
sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesray@mai biaya
dalam penggunaan Sistem BI-RTGS dan biaya dalayeferggaraan
SKNBI, ditambah dengan biaya administrasi sebeg&r(®0,00 (lima
ribu rupiah) per transaksi.

4. Pengenaan biaya transaksi dan biaya administralsagaemana
dimaksud pada angka 3 dilakukan dengan cara mendéeening
Giro Peserta Sistem BI-RTGS atau Peserta SKNBlasikBndonesia
pada saat Bank Indonesia mengetahui adanya kesgbemggunaan
TRN dan/atau sandi transaksi.

IV. MASA TRANSISI SISTEM

1. Khusus untuk transaksi TSA yang dilakukan melaldlKN8BI,
mekanisme pembebanan biaya transaksi Rp0,00 (pialhjudilakukan
sebagai berikut :

a. Bank yang melakukan transaksi TSA melalui SKNBIeditkan
biaya transaksi kliring kredit sesuai dengan keismt Bank
Indonesia yang mengatur mengenai biaya dalam
penyelenggaraan SKNBI.

b. Pada awal bulan berikutnya, Bank Indonesia mengkkaba
biaya transaksi kliring kredit sebagaimana dimaksaidm huruf
a kepada Bank.

2. Mekanisme sebagaimana dimaksud dalam angka 1 Hdakpaling
lambat sampai dengan akhir Desember 2008.

3. Dalam hal pelimpahan pajak belum dilakukan setiapi mamun
dilakukan pada hari kerja tertentu, maka TRN BIRGAbelum dapat
digunakan sehingga pelimpahan pajak tetap menggun@akN dan
dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan yang benadngenai
Sistem BI-RTGS

V. PENUTUP...



PENUTUP

Dengan berlakunya Surat Edaran ini, maka Surat aad&ank
Indonesia No. 9/22/DASP tanggal 1 Oktober 2007had¢iPenetapan Biaya
Penggunaan Sistem Bank Indone$teal Time Gross Settlement dan
Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia Dalam RangRanerapan
Treasury Single Account dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ketentuan dalam Surat Edaran ini mulai berlaku pada
tanggal 31 Maret 2008.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan ymeagan
Surat Edaran ini dengan penempatannya dalam Bdetara Republik
Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

DYAH N.K. MAKHIJANI

DIREKTUR AKUNTING DAN
SISTEM PEMBAYARAN




